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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dengan proksi
Return On Assets (ROA), leverage, ukuran perusahaan dan corporate governance
dengan menggunakan proksi komisaris independen dan komite audit. Sampel
yang digunakan pada penelitian ini adalah 55 perusahaan manufaktur di Indonesia
yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun penelitian 2017-
2021. Sedangkan populasi pada penelitian ini sebanyak 275 perusahaan. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling method
dan teknis analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi
Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji
Autokorelasi), Uji Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien
Determinasi (Rz).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel
Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap tax
avoidance. Sedangkan variabel [everage, ukuran perusahaan, komisaris
independen dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tax
avoidance.

Kata Kunci : Tax Avoidance,Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan,
Komisaris Independen, Komite Audit



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta menunjukkan bahwa 80% pendapatan negara berasal dari
pemungutan pajak, dengan fakta tersebut mampu membuktikan bahwa pajak
sebagai pemegang peran penting dalam sumber pendapatan negara. Pendapatan
tersebut selanjutnya akan dialokasikan untuk terlaksananya pembangunan
nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga
bidang lingkungan hidup. Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hal inilah yang menimbulkan
perbedaan pendapat antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah
mengartikan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh
wajib pajak, tetapi wajib pajak menganggap bahwa pajak adalah beban yang
harus diminimalkan agar tidak membebani perusahaan. Selain karena adanya
perbedaan pendapat antara pemerintah dengan wajib pajak terkait perpajakan,
ada juga faktor lainnya yang tidak pernah terduga akan terjadi vaitu adanya
pandemi Covid-19 yang menyerang hampir di seluruh dunia dan memberikan
dampak yang begitu besar. Pandemi Covid-19 menyerang berbagai aspek di
negara-negara hampir seluruh dunia, terutama pada aspek ekonomi yang sangat
menurun. Hal ini dikarenakan terganggunya atau bahkan terhentinya semua
kegiatan operasional perusahaan. Sebagai akibat dari situasi tersebut banyak
perusahaan yang mengalami kebangkrutan, pemutusan tenaga kerja oleh
perusahaan, meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya

konsumsi masyarakat. Situasi yang terjadi ini juga berdampak pada



menurunnya penerimaan pajak yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan
ekonomi. (Warsito & Lindiasari, 2020)

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak
yang begitu besar pada kondisi dunia, terutama pada sektor ekonomi dan
kesehatan. Di Indonesia sendiri, seluruh sektor perekonomian mengalami
penurunan yang begitu tajam. Karena hal ini pemerintah berupaya untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara memperbaiki sistem
perpajakan menjadi lebih baik yaitu dengan cara memberikan berbagai insentif
pajak dan relaksasi bagi wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan adalah
insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN dan PPh Final UMKM.
Sedangkan untuk relaksasinya pemerintah memberikan penurunan tarif PPh
Badan vyang semula 25% turun menjadi 22%. Hal ini dilakukan oleh
pemerintah agar negara tetap mendapatkan penerimaan dari sektor pajak.
Namun perusahaan akan tetap pada tujuannya, yaitu memperkecil beban pajak.
Semakin besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan akan berbanding
lurus dengan bertambahnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal
tersebut yang menjadi dasar pemicu perusahaan melakukan tindakan
penghindaran pajak (tax avoidance).

Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang sering memanfaatkan
kelemahan atau bahkan celah pada undang-undang atau peraturan lainnya.
Wajib pajak badan adalah perusahaan yang memiliki kewajiban membayarkan
pajak kepada negara. Pembayaran pajak tersebut dipengaruhi oleh laba yang
dihasilkan perusahaan, sehingga wajib pajak mencari cara agar pajak yang
dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa harus melanggar peraturan yang ada
dengan melakukan penghindaran pajak tersebut. Meskipun penghindaran pajak
adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum tetapi tetap merugikan bagi
negara karena dengan melakukan penghindaran pajak otomatis penerimaan
negara yang berasal dari sektor pajak akan menurun. Sehingga tindakan

penghindaran pajak dinilai berdampak negatif bagi negara.



Sering kali kita mendengar adanya pemberitaan terkait penghindaran pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Sedangkan wajib pajak yang mampu
memberikan kontribusi besar dalam hal penerimaan pajak negara adalah wajib
pajak badan. Menurut pendapat wajib pajak badan, pajak adalah beban
perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan selalu

berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak. (www.pajakku.com). Wajib

pajak memanfaatkan celah-celah dari peraturan pemerintah terkait perpajakan
untuk menghindari kewajiban perpajakan yang dapat membebani wajib pajak
sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan keuntungan bagi
perusahaan akan semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh dari kasus penghindaran pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak badan, misalnya PT Coca-Cola Indonesia
yang diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT Coca-
Cola Indonesia mengajukan banding karena dianggap telah membayar pajak
sesual persyaratan. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003,
2004 dan 2006. Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan
(DJP) menunjukan bahwa biaya tahun berjalan mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Beban tersebut termasuk iklan selama periode 2002-2006
sebesar Rp 566,84 miliar, yaitu mengiklankan produk minuman merek Coca-
Cola. Akibatnya, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP
tahun 2014, total pendapatan kena pajak Coca-Cola selama periode tersebut
adalah Rp 603,48 miliar. Sementara menurut Coca-Cola Indonesia,
penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. (Sulistiyanti dan Nugraha,
2019) Kemudian PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan
perusahan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia.
Berdasarkan laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei
2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah
melakukan praktik penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional
Investama dengan cara banyak mengambil utang diantara tahun 2013 dan 2015
dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk

pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Dari utang



yang dimiliki ini terjadi pembayaran bunga yang akan mengurangi penghasilan
kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit
akibatnya negara bisa menderita kerugian US$14 juta per tahun (kontan.co.id,
2019). Selanjutnya pada tahun 2019 ada pemberitahuan resmi bahwa PT Adaro
Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing
melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Skema transfer pricing
teridentifikasi melalui laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak
wajar yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan Coartrade Services
International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila
dibandingkan dengan harga pasar. (news.unair.ac.id) Selain itu juga, Pande
Putu Oka Kusumawardhani melalui Webinar yang bertajuk “Membidik
Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021” mengungkapkan
bahwa wajib pajak badan yang melaporkan laporan keuangan yang mengalami
kerugian selama lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat tetapi wajib
pajak badan bersangkutan tetap dapat beroperasi bahkan mengembangkan
usahanya di Indonesia. Sedangkan Kementerian Keuangan mencatat, jumlah
wajib pajak badan yang melaporkan laporan keuangan yang mengalami
kerugian sejak tahun 2015-2019 mencapai 9.496 wajib pajak dan hal ini
mengalami peningkatan 83% dibandingkan dengan periode tahun 2012-2016
sebanyak 5.199 wajib pajak. Karena hal ini pemerintah mengindikasikan
masih banyaknya praktik penghindaran pajak di kalangan wajib pajak terutama
wajib pajak badan. (news.ddtc.co.id)

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada penelitian ini saya
akan menggunakan tolak ukur profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.
Untuk mengetahui apakah ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi
penghindaran pajak pada perusahaan. Profitabilitas berhubungan dengan
penghindaran pajak dapat dilihat melalui tingginya jumlah laba yang dihasilkan
oleh perusahaan, hal ini dikarenakan tujuan suatu perusahaan adalah
memaksimalkan laba sedangkan pembayaran pajak akan berbanding lurus
dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. (Nuramalia dkk, 2021) Semakin
besar laba yang dihasilkan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.



Sehingga pada bagian ini perusahaan akan berupaya untuk tetap menghasilkan
laba yang besar tanpa harus membayar pajak yang besar. Berdasarkan
penelitian vang telah dilakukan, profitabilitas yang diproksikan dengan ROA
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance dengan cara
memanfaatkan tingkat return of assets untuk melakukan rax avoidance tanpa
melanggar peraturan yang ada (Anggraeni, 2019). Tetapi ada penelitian yang
menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap tax avoidance dikarenakan adanya indikasi bahwa tingkat kesadaran
masyarakat terhadap perpajakan telah meningkat. Selain itu peningkatan nilai
ROA merupakan suatu bentuk pemanfaatan aset perusahaan secara efektif dan
efisien (Maulani dkk, 2021).

Leverage digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset perusahaan
dibiayai oleh hutang. Karena semakin besar aset yang dibiayai oleh hutang
maka akan berpengaruh kepada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hutang
dapat menyebabkan terjadinya penurunan beban pajak yang harus dibayarkan
oleh perusahaan karena hutang memiliki beban pokok yang dapat dibiayakan
pada laporan keuangan jadi semakin besar hutang yang ditanggung oleh
perusahaan akan semakin memperkecil laba yang dihasilkan oleh perusahaan
sehingga semakin Kkecil pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh
perusahaan. (Barli, 2018) Menurut penelitian terdahulu, /everage berpengaruh
signifikan terhadap tax avoidance karena semakin besarnya hutang maka akan
semakin besar beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan yang
berpengaruh pada menurunnya beban pajak (Pratiwi dkk, 2020). Hasil
penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan
bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance karena
semakin besarnya hutang akan menyebabkan pihak manajemen perusahaan
akan lebih konservatif terhadap laporan keuangannya yang disebabkan oleh
tidak optimalnya laba yang diperoleh oleh perusahaan (Ayu dan Kartika,
2019).

Faktor lain yang digunakan sebagai tolak ukur adalah ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural



dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aset yang
dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan bahwa semakin besar pula ukuran
perusahaan tersebut karena dengan semakin besarnya ukuran suatu perusahaan
akan menggambarkan semakin kompleks aktivitas perusahaan serta semakin
stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang
memiliki total aset lebih kecil. Sehingga diasumsikan bahwa perusahaan
dengan ukuran besar lebih memungkinkan memanfaatkan celah-celah
peraturan perpajakan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak pada
perusahaan tersebut. (Barli, 2018) Menurut penelitian terdahulu, ukuran
perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance hal ini
dikarenakan perusahaan yang besar akan lebih mampu untuk menggunakan
sumber dayanya. Adanya transisi yang semakin kompleks juga akan memiliki
kesempatan dalam mengambil celah-celah untuk melakukan tax avoidance
terutama oleh perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara (Budiasih
dan Amani, 2019). Sedangkan penelitian lain menghasilkan, ukuran
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance karena
perusahaan telah patuh dengan peraturan perpajakan yang ada untuk
menghindari adanya sanksi dari pemerintah yang dapat merusak citra
perusahaan (Susilowati dkk, 2020).

Corporate governance yang terdiri atas komisaris independen dan komite
audit digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai apakah suatu
perusahaan melakukan penghindaran pajak karena corporate governance
diterapkan pada suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai transparansi dalam
pengelolaan keuangan terhadap pihak-pihak yang menggunakan laporan
keuangan tersebut. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu
perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan
tersebut. Sehingga pihak manajemen menjadi lebih waspada dalam mengambil
keputusan mengenai perpajakan untuk perusahaan. Hal ini membuktikan
bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap
penghindaran pajak. (Dewi dan Oktaviani, 2021) Sedangkan penelitian lain

menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif



terhadap penghindaran pajak karena tidak semua anggota dewan komisaris
independen dapat menunjukkan independensinya yang menyebabkan fungsi
pengawasan tidak berjalan dengan baik sehingga memberikan peluang bagi
pihak manajemen untuk melakukan penghindaran. Selain itu juga komisaris
independen terbatas dalam mengawasi proses keterbukaan dan dan penyediaan
informasi karena dominasi dari pihak-pihak terafiliasi yang dapat
mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan serta kurang tanggapnya
dewan komisaris terhadap ada atau tidaknya tindakan penghindaran pajak
dalam perusahaan. (Handayani, 2017)

Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena
semakin tinggi keberadaan komite audit pada suatu perusahaan, maka semakin
rendah kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak. hal ini dikarenakan
komite audit berfungsi sebagai pengawas pihak manajemen dalam proses
penyusunan laporan keuangan  sehingga kemungkinan adanya prakiik
penghindaran pajak dalam suatu perusahaan menjadi lebih kecil. (Asana, 2021)
Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Hal ini karena
kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan dari jumlah
banyaknya komite audit tetapi dari kualitas kerja yang dilakukan oleh anggota
komite audit itu sendiri. Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan
dan membantu dewan komisaris sehingga pihak manajemen dapat
menghasilkan informasi yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya konflik
kepentingan dalam perusahaan, seperti penghindaran pajak. Jadi, jumlah
banyaknya komite audit dalam perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan
tersebut tidak akan melakukan penghindaran pajak. (Purbowati, 2021)

Berdasarkan kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan karena adanya perbedaan hasil
penelitian dari para peneliti terdahulu, peneliti termotivasi untuk melakukan
penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance

Pada Perusahaan Manufaktur”.



B. Rumusan Masalah

1.

Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap fax avoidance perusahaan
manufaktur di Indonesia ?

Apakah Jeverage berpengaruh terhadap fax avoidance perusahaan
manufaktur di Indonesia ?

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tfax avoidance
perusahaan manufaktur di Indonesia ?

Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance
perusahaan manufaktur di Indonesia ?

Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax aveidance perusahaan

manufaktur di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1.

Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap fax avoidance perusahaan

manufaktur di Indonesia.

. Menganalisis pengaruh /leverage terhadap tax avoidance perusahaan

manufaktur di Indonesia.

Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance
perusahaan manufaktur di Indonesia.

Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap fax avoidance
perusahaan manufaktur di Indonesia.

Menganalisis pengaruh komite audit terhadap tax avoidance perusahaan

manufaktur di Indonesia.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan
dan referensi bagi penelitian selanjutnya sehubungan dengan profitabilitas,
leverage, ukuran perusahaan dan tindakan penghindaran pajak (tax
avoidance). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar

pengembangan ilmu ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam
mengambil keputusan terkait pembuatan regulasi untuk memperkecil
kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (tax avoidance)
pada suatu perusahaan yang akan berdampak pada penerimaan pajak
negara yang semakin optimal.

Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam
mengambil  keputusan oleh suatu  perusahaan dengan
mempertimbangkan segala aspek vyang akan berdampak pada
perusahaan apabila tindakan penghindaran pajak (tax avoidance)
dilakukan.

Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber wawasan
baru untuk menambah ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi

maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1) Teori Keagenan (4gency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan
(agency theory) merupakan hubungan atau kontrak antara prinsipal dan
agen dalam perusahaan. Prinsipal adalah pihak pemegang saham sedangkan
agen adalah pihak manajemen yang memegang fungsi pengelolaan
perusahaan. Dalam konsep teori keagenan, menyatakan bahwa konflik
terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen.
Jika kedua belah pihak (agen dan prinsipal) adalah orang — orang yang
berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat
untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk
kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan
insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk
membatasi agen yang menyimpang. Hal ini lah yang akan menyebabkan
biaya keagenan (agency cost). (dspace.uii.ac.id)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan adalah jumlah
dari biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan
terhadap agen. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan
menjadi tiga, yaitu:

1. The monitoring expenditures by the principle adalah biaya yang timbul
dan ditanggung prinsipal untuk memonitor perilaku agen.

2. The bonding expenditures by the agent adalah biaya yang ditanggung
oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme vyang
menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.

3. The residual loss adalah nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat
keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan

yang dibuat oleh prinsipal.
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Hubungan teori ini dengan penelitian yang dilakukan adalah adanya
konflik antara principal dengan agen. Principal akan melakukan
pengawasan dan monitoring terhadap agen dengan mengeluarkan biaya
agar agen melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang di inginkan
oleh principal. Keinginan principal salah satunya adalah menginginkan
untuk meminimalkan laba perusahaan agar dapat membayar pajak lebih
rendah daripada yang seharusnya. Apabila agen tidak mematuhi keinginan
principal maka agen akan menanggung biaya. (dspace.uii.ac.id)

Sistem pajak di Indonesia menggunakan Self Assesment System yang
memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan
melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini yang telah memicu agent untuk
melakukan penghindaran pajak agar beban pajak menjadi lebih rendah
sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih
kecil dari yang sebenamnya. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh
perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh
perusahaan. Namun hal ini dapat dikelola oleh agent perusahaan dengan
melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah-
celah dari peraturan pajak yang ada. Kegiatan penghindaran pajak ini
dapat dikontrol dengan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan
perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu profitabilitas,
leverage dan ukuran perusahaan yang dibandingkan dengan CETR
perusahaan. serta melakukan evaluasi terhadap komisaris independen dan

komite audit (Hermawan, 2020)

2) Pajak (Tax)
a) Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarmnya kemakmuran

rakyat (UU Nomor 16, 2009). Sedangkan menurut pendapat Prof. DR.
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Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,
2018:3).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang
dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan berdasarkan
undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal
secara langsung tetapi langsung ditunjukkan dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum negara.

Berdasarkan pengertian pajak yang telah diuraikan, unsur-unsur yang
dimiliki oleh pajak meliputi :

1. Turan dari rakyat untuk negara.

Berdasarkan undang-undang.
Bersifat memaksa bagi wajib pajak.

Tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

[V T S VS N

Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang
dapat bermanfaat bagi rakyat.
b) Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Mardiasmo dibagi menjadi dua jenis, yaitu
(Mardiasmo, 2018:4) :
1. Fungsi Anggaran
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka
menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan
seperti, pembangunan jalan, belanja pegawai dan pemeliharaan
fasilitas umum. Pengeluaran-pengeluaran ini disusun dalam sebuah
anggaran pemerintah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi Mengatur
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Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam pembangunan negara di bidang ekonomi. Untuk
dapat mewujudkan fungsi ini pemerintah menerbitkan peraturan-
peraturan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi
ekonomi yang sedang terjadi. Contoh fungsi pajak untuk mengatur
antara lain :

a. Pemerintah menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk
barang yang berasal dari luar negeri, hal ini bertujuan untuk
melindungi produk dari dalam negeri.

b. Pemerintah menerapkan pajak yang lebih tinggi untuk barang
mewah, hal ini bertujuan untuk mengurangi gaya hidup
konsumtif masyarakat.

c) Tata Cara Pemungutan Pajak
Berdasarkan pendapat Mardiasmo yang dituangkan di bukunya,
terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak, vyaitu (Mardiasmo,
2018:8) :
1. Stelsel Pajak
b. Stelsel Nyata (Real Stelsel)
Pengenaan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan yang nyata
diperoleh wajib pajak. Pemungutan pajak dilakukan setelah
benar-benar diketahui berapa penghasilan yang diperoleh wajib
pajak selama satu tahun periode berjalan. Sehingga pemungutan
pajak bisa dilakukan pada saat akhir tahun. Hal ini menyebabkan
pengenaan pajak yang lebih realistis karena benar-benar
berdasarkan penghasilan i/l yang diterima tetapi pemungutan
pajak hanya bisa dilakukan pada akhir tahun periode berjalan.
c. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)
Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang
diatur oleh undang-undang tanpa mengetahui penghasilan yang
riil diterima selama satu tahun periode berjalan. Pengenaan pajak

dengan cara ini dilakukan dengan cara menghitung pajak
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penghasilan yang didasarkan pada penghasilan tahun
sebelumnya. Hal ini dilakukan karena penghasilan pada tahun
berjalan dianggap sama dengan penghasilan yang diterima pada
tahun sebelumnya. Dengan melakukan cara ini dapat diketahui
berapa pajak yang harus dibayarkan sejak awal tahun tetapi pajak
yang dibayarkan tidak sesuai dengan penghasilan il vang
diterima.
d. Stelsel Campuran
Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Cara ini dilakukan dengan menghitung
besarnya pajak di awal tahun berdasarkan penghasilan tahun
sebelumnya yang kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar
pembayaran pajak selama satu tahun berjalan. Tetapi pada akhir
tahun dilakukan penghitungan kembali berdasarkan penghasilan
yvang riil diterima selama satu tahun berjalan. Hasil dari
penghitungan pada akhir tahun menentukan apakah wajib pajak
harus menambah pembayaran pajak kembali atau tidak. Apabila
penghitungan pajak berdasarkan penghasilan nyata menunjukkan
hasil pajak yang harus dibayar lebih besar daripada pajak yang
dihitung dengan penghasilan anggapan pada awal tahun, maka
wajib pajak harus menambah pembayaran pajak atas selisih
pajak yang masih harus dibayar. Begitu juga sebaliknya, apabila
penghitungan penghasilan nyata menunjukkan hasil pajak yang
harus dibayar lebih kecil daripada pajak yang dihitung dengan
penghasilan anggapan pada awal tahun, maka wajib pajak berhak
untuk mengajukan restitusi untuk meminta kembali selisih pajak
yang lebih dibayar.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili
Negara melakukan pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang

menerima penghasilan di wilayah negara tersebut. Penghasilan
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yang dikenakan pajak merupakan penghasilan yang diterima dari
dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini berlaku untuk
wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak vyang bertempat
tinggal di negara tersebut.

Asas Sumber

Negara melakukan pengenaan pajak terhadap wajib pajak atas
penghasilan yang bersumber dari negara tersebut baik bagi wajib
pajak yang bertempat tinggal dari dalam negeri atau luar negeri.
Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa warga negaranya akan selalu

terhubung dan terikat dengan bangsanya dimanapun ia berada.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a.

Official Assessment System

Suatu sistem yang diterapkan dengan cara memberikan

wewenang penuh terhadap pemerintah (fiskus) untuk

menghitung besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib

pajak. Ciri-ciri dari sistem ini antara lain :

1) Pemerintah (fiskus) memiliki wewenang untuk menentukan
besarnya pajak terutang.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak dapat diketahui setelah diterbitkan dan
dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

Self Assessment System

Suatu sistem vyang diterapkan dengan cara memberikan

wewenang penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung sendiri

besarnya utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari sistem ini antara lain :

- Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang.
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- Wajib pajak bersifat aktif dengan melakukan penghitungan,
penyetoran dan pelaporan sendiri terhadap kewajiban
perpajakannya.

- Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi
jalannya proses pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
wajib pajak.

c. Withholding System

Suatu sistem yang diterapkan dengan cara memberikan

wewenang terhadap pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak

untuk melakukan pemungutan pajak terutang dari wajib pajak
bersangkutan.

d) Tarif Pajak

Berdasarkan pendapat Mardiasmo yang dituangkan dalam bukunya,

tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain (Mardiasmo, 2018:11) :

1)

2)

3)

Tarif Pajak Sebanding atau Proporsional

Tarif pajak yang memiliki persentase tetap terhadap berapapun

jumlah nilai dasar pengenaan pajaknya, sehingga besarnya pajak

yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,5%

Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan jumlah pajak yang tetap sama terhadap

berapapun jumlah objek pajaknya walaupun nilai dari objek pajak

tersebut berubah-ubah. Contoh dari tarif pajak tetap ini adalah

besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal

berapapun adalah Rp 10.000,00.

Tarif Progresif

Tarif pajak ini menggunakan persentase tariff yang akan lebih besar

bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Jadi, tarif pajak
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yvang digunakan akan mengikuti besarnya nilai objek pajak. Contoh
penggunaan tarif ini ada pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak
Penghasilan untuk Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Diatas Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Sumber : Mardiasmo, 2018:12
4) Tarif Degresif
Tarif pajak ini berbanding terbalik dengan tarif pajak progresif yaitu
persentase tarif pajak ini akan semakin menurun seiring dengan
semakin besarnya nilai objek pajak.
Sanksi Pajak
Sanksi pajak adalah sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada
wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban sesuai UU Perpajakan.
Menurut Mardiasmo, sanksi pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
(Mardiasmo, 2018:62) :
1) Sanksi Administrasi Pajak
a. Sanksi Denda
Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan
pelanggaran atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran
pajak. Besaran dari denda tersebut berbeda-beda. Contoh :
a) Denda atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 21, SPT
Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT PPh
1770 Tahunan Orang Pribadi adalah Rp 100.000,00.
b) Denda atas keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 500.000,00
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c) Denda atas keterlambatan pelaporan SPT PPh 1771 Tahunan
Badan adalah sebesar Rp 1.000.000,00.
b. Sanksi Bunga
Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan
keterlambatan atas pembayaran pajak. Sanksi ini sebelumnya
ditetapkan dengan tarif 2% per bulan. Tetapi setelah adanya UU

Cipta Kerja tarif sanksi bunga mengalami penurunan, berikut

rinciannya :
Tabel 2.2 Tarif Bunga Pajak
Pelanggaran IT,:;;f{ Bunga
Bunga penagihan 0,53%
Angsuran/penundaan bayar 0,53%
Kurang bayar penundaan SPT Tahunan 0,53%
Pembetulan SPT 0,94%
Terlambat bayar pajak 0,94%
Tidak/kurang bayar akibat salah 0.94%
tulis/hitung atau pph tahun berjalan i
Pengungkapan ketidakbenaran dalam
. 1,36%
pemeriksaan
Sanksi SKPKB 1,78%

Sumber : KMK RI No. 52/KM.10/2020
c. SanksiKenaikan Pajak
Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja
memalsukan data pelaporan pajak yang mengakibatkan
pembayaran pajak menjadi lebih kecil dengan tidak melaporkan
sebagian penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Sanksi ini
berupa kenaikan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan
sebesar 100% sesuai dengan UU Cipta Kerja yang telah berlaku.
2) Sanksi Pidana Pajak
Sanksi ini berupa pidana penjara yang dilakukan karena wajib pajak
dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya karena wajib pajak

memberikan dokumen palsu atau tidak melakukan penyetoran pajak.
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3) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara
legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan oleh ketentuan
perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung
memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang
dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil pajak yang
terutang. (Silvia, 2017) Pendapat lain mengatakan, penghindaran pajak
adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman
bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan,
dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang
peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang
terutang. (Pohan, 2017)

Upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pengeluaran
pajak disebut dengan perencanaan pajak (fax planning). Umumnya,
perencanaan pajak (fax planning) merujuk pada proses perekayasaan usaha
atau skema keuvangan dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya beban pajak
terutang berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai
peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat dipandang dengan konotasi
positif sebagai perencanaan atau rancangan dalam hal pemenuhan
kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Upaya
penghindaran pajak tidak termasuk dalam pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap tidak melanggar
dalam rangka wusaha wajib pajak untuk menghindari, mengurangi,
meringankan, atau meminimalkan beban pajak dengan berbagi cara yang
dimungkinkan oleh undang-undang pajak. (Anggraeni, 2019) Organization
for Economic Coorporation and Development (OECD) menjabarkan tiga
karakter penghindaran pajak, yaitu:

a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah
terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan
faktor pajak.



20

b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan
ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu
yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.

c. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan
penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia
mungkin.

Dapat disimpulkan bahwa, penghindaran pajak adalah suatu upaya
yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memanfaatkan celah dari peraturan
perundang-undangan yang ada dengan tujuan memperkecil pajak yang
seharusnya dibayarkan dengan cara melakukan tax planning yang merujuk
pada proses perekayasaan usaha. Cara yang dapat dilakukan untuk
mengetahui berapa banyak perusahaan yang telah melakukan
penghindaran pajak adalah melalui Effective Tax Rate (ETR). ETR adalah
penerapan keefektifan wajib pajak dalam mengelola beban pajak dengan
membandingkan beban pajak perusahaan dengan total pendapatan bersih.
Semakin rendah persentase ETR perusahaan, semakin baik pula kinerja

suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya.

4) Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh
keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Seringkali rasio
profitabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan suatu manajemen
operasi maupun investor dan kreditor karena profitabilitas menjadi tolak
ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan usahanya. Rasio
Profitabilitas merupakan rasio vyang digunakan untuk mengetahui
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang
dilakukan perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu
perusahaan, semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. (Saputra, 2020)

Profitabilitas menjadi faktor penentu beban pajak, karena
perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih
besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka
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akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar

pajak jika mengalami kerugian. Dalam mengukur tingkat profitabilitas ada

beberapa rasio yang bisa dipakai. Diantaranya akan dijelaskan dibawah ini,

yaitu:

a.

b.

C.

d.

Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor)

Rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap
pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Margin laba kotor
dilakukan dengan cara membandingkan laba kotor dengan pendapatan
penjualan

Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)

Rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih vang
diperoleh setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari
penjualan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap
penjualan. Semakin tinggi margin laba bersih semakin baik operasi
suatu perusahaan.

Return On Asset (Pengembalian atas Aset)

Rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang
diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset
sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya dapat
dilihat dari rasio persentase ini.

Return On Equity (Pengembalian atas Ekuitas)

Rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham perusahaan
yvang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari pendapatan
perusahaan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan
(pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen).

Dalam penelitian rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah

Return On Asset (ROA). ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dapat dilihat

melalui seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki

oleh perusahaan. ROA dapat mengukur keuntungan perusahaan dari
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aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan. Aset yang dihitung
adalah keseluruhan aset yang diperoleh dari modal pribadi maupun modal
asing yang telah diubah menjadi aset perusahaan dan digunakan untuk
aktivitas operasi perusahaan. (Hermawan, 2020). Jadi, kesimpulannya
adalah ROA digunakan untuk mengukur berapa keuntungan perusahaan
yang diperoleh dari pengelolaan aset yang baik.

5) Leverage

Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aset atau dana yang
mana penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap.
Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana
pinjaman yang memiliki beban bunga. (Hermawan, 2020) Hal ini
menyebabkan perusahaan memiliki biaya operasi tetap yang dapat
menimbulkan risiko bagi perusahaan karena perusahaan tersebut
diharuskan untuk membayar beban bunga pinjaman. Selain membayar
beban bunga pinjaman, kemungkinan perusahaan mendapat penalti dari
pihak ketiga juga bisa terjadi apabila perusahaan sedang mengalami
penurunan sehingga tidak mampu membayar utang serta beban bunga
pinjaman.

Biasanya suatu perusahaan akan menjelaskan informasi laporan
keuangan secara detail apabila memiliki tingkat leverage yang rendah hal
ini bertujuan untuk menghindari investor agar tidak berfokus pada biaya.
Semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin besar pula
perusahaan dalam membayar beban bunga pinjaman dan pokok pinjaman.
Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat utang perusahaan maka
semakin rendah pula risiko yang akan ditanggung perusahaan. Selain itu
besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar
kecilnya pajak yang harus dibayarkan. Hal ini terjadi karena beban bunga
pinjaman yang dibayarkan perusahaan dapat dikurangkan dalam

menghitung laba yang kemudian laba tersebut menjadi dasar perhitungan
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pajak. Apabila laba semakin rendah maka beban pajak yang harus
dibayarkan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat
diklasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat
berbagai cara dalam mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan ukuran,
antara lain: total aset, log size, total penjualan, nilai pasar saham dan
lainnya. (Selviani, 2017) Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pajak
penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Ukuran perusahaan
secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu
perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan
semakin besar pula aktivitasnya. (Hermawan, 2020)

Pada penelitian ini untuk mengukur ukuran perusahaan menggunakan
proksi logaritma natural dari total aset. Tolak ukur ini digunakan karena
semakin besar total aset pada perusahaan maka semakin besar pula ukuran
perusahaan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa semakin besar ukuran
suatu perusahaan maka semakin mampu pula perusahaan tersebut dalam

memaksimalkan laba melalui pengelolaan aset yang baik.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan
oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi
serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para
pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Watts
(2003) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk
melakukan monitor masalah kontrak dan membatasi perilaku coportunistic
manajemen adalah dengan menggunakan corporate governance (tata kelola
perusahaan).

Corporate governance pertama kali muncul pada tahun 1992 dan

ditemukan oleh Cadbury yang awalnya hanya diartikan sebagai suatu
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kebijakan yang berisi tentang hubungan sebagai bentuk tanggung jawab
antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan
stakeholders lainnya, baik secara internal atau eksternal. Tujuan
diterapkannya corporate governance pada suatu perusahaan adalah untuk
mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan terhadap pihak-pihak
yang menggunakan laporan keuangan. Dengan indikasi bahwa
pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik kedepannya apabila
menerapkan good corporate governance dengan cara melakukan
transparansi dalam hal pengelolaan perusahaan. Karena dengan
menggunakan good corporate governance maka perusahaan telah berupaya
dalam mencari cara-cara terbaik dalam menjalankan perusahaan, baik
dalam hal membuat kebijakan-kebijakan maupun aturan-aturan untuk
pengawasan atau pengontrolan manajemen perusahaan. (Anggraeni, 2019)
Dalam penelitian ini saya menggunakan komisaris independen dan
komite audit sebagai tolak ukur penilaian apakah suatu perusahaan
melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen adalah anggota
komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris
lainnya. (Putri, 2018) Perusahaan memilih komisaris independen dengan
tujuan untuk dapat mengawasi jalannya suatu organisasi dan menjadi
penengah antara komisaris dalam dengan pihak pemegang saham apabila
terjadi konflik. Menurut POJK No.30/POJK.05/2014 rasio komisaris
independen secara proporsional sekurang kurangnya 30% dari seluruh
jumlah anggota. Selain itu tingkat rasio keberadaan komisaris independen
dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan semakin tinggi pengawasan
komisaris independen terhadap pengambilan keputusan perusahaan agar
tidak terjadi tindakan manajemen yang oportunistik terutama dalam bidang
perpajakan. (Dewi dan Oktaviani, 2021) Sedangkan untuk komite audit
sendiri adalah suatu komite yang terdiri dari satu atau lebih anggota dewan
komisaris dan dapat berasal dari kalangan luar pula dengan berbagai jenis
keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai

tujuan komite audit. Pada umumnya komite audit berfungsi sebagai
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pengawas dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pengawasan

internal. (Putri, 2018)

Penelitian ini disusun dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu

yang relevan digunakan sebagai referensi serta berkaitan dengan penelitian

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite

audit dan penghindaran pajak. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu

yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Judul
No. Variabel Hasil Penelitian
(Tahun) Penelitian
1 | Yeanualita Pengaruh X1:Manajemen Manajemen
Selly Silvia Manajemen Laba laba, umur
(2017) Laba, Umur Xo:Umur perusahaan,
Universitas Perusahaan, Perusahaan ukuran
Negeri Ukuran Xs:Ukuran perusahaan dan
Surabaya Perusahaan Perusahaan pertumbuhan
Dan X4:Pertumbuhan | penjualan
Pertumbuhan Penjualan berpengaruh
Penjualan Y:Tax Avoidance | signifikan
Terhadap Tax terhadap rax
Avoidance avoidance
2 | Eva Nurlita Karakteristik X1:ROA ROA, Ukuran
Anggraeni Perusahaan, Xs:Ukuran Perusahaan dan
(2019) STIE Corporate Perusahaan Komisaris
Surakarta Governance, Xs:Leverage Independen
dan Political X4:Komisaris berpengaruh
Connection Independen terhadap tax
Terhadap Tax | Xs:Komite Audit | avoidance.
Avoidance Xe¢:Political Sedangkan
Perusahaan Connection Leverage,
LQ45 Y:Tax Avoidance | Komite Audit
dan Political
Connection

tidak
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berpengaruh
terhadap tax
avoidance
Luthfia Dwi Pengaruh X :Ukuran Ukuran
Utami (2020) Ukuran Perusahaan perusahaan
Universitas Perusahaan, Xy:Profitabilitas | berpengaruh
Semarang Profitabilitas, | Xj:Leverage positif terhadap
Leverage, Xy:Kepemilikan | tax avoidance.
Kepemilikan Institusional Sedangkan
Institusional, Xs:Pertumbuhan | profitabilitas,
Dan Penjualan leverage,
Pertumbuhan Y:Tax Avoidance | kepemilikan
Penjualan institusional dan
Terhadap Tax pertumbuhan
Avoidance penjualan tidak
(Studi Empiris berpengaruh
Pada terhadap tax
Perusahaan avoidance
Sektor
Perkebunan
Sawit Yang
Terdaftar Di
Bursa Efek
Indonesia
(BEI) Periode
2014 —2018)
A Restu Pengaruh X,:Profitabilitas | Profitabilitas
Maulan, Nor Profitabilitas X,:Leverage tidak
Norisanti, Erry | Dan Leverage | Y:Tax Avoidance | berpengaruh
Sunarya Terhadap terhadap tax
(2021) Penghindaran avoidance.
Universitas Pajak (Tax Sedangkan
Muhammadiya | Avoidance) leverage
h Sukabumi Pada Masa berpengaruh
Pandemi signifikan
Covid-19 terhadap tax
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avoidance
Ni Putu Devi Pengaruh X :Financial Financial
Pratiwi, Financial Distress Distress
I Nyoman Distress, Xs:Leverage berpengaruh
Kusuma Leverage Dan | X3:Sales Growth | negatif terhadap
Adnyana Sales Growth | Y:Tax Avoidance | tax avoidance.
Mabhaputra, Terhadap Tax Sedangkan
1 Made Avoidance leverage dan
Sudiartana Pada sales growth
(2020) Perusahaan berpengaruh
Universitas Manufaktur positif terhadap
Mahasaraswati | Yang Terdaftar tax avoidance.
Denpasar Di Bei Tahun
2016
Sarah Faktor-Faktor | X;:Leverage Leverage,
Anggraeni Yang X:Kepemilikan | kepemilikan
Dibah Ayu Mempengaruhi | Institusional institusional dan
Dan Andi Tax Avoidance | Xs3: Komite sales growth
Kartika (2019) | Pada Audit berpengaruh
Universitas Perusahaan Xy:Sales Growth | negatif tidak
Stikubank Manufaktur Xs:Profitabilitas | signifikan
Semarang (Studi Kasus Xe:Ukuran terhadap rax
Pada Perusahaan avoidance.
Perusahaan Y:Tax Avoidance | Komite audit
Manufaktur dan profitabilitas
Yang Terdaftar berpengaruh
Di Bursa Efek negatif
Indonesia signifikan
Periode 2014- terhadap tax
2017) avoidance.
Sedangkan
ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif signifikan
terhadap tax
avoidance.
Yanti Budiasih | Faktor-Faktor | X;:Profitabilitas | Profitabilitas
dan Ahla Yang Xy:Ukuran dan leverage
Amani (2019) | Berpengaruh Perusahaan tidak
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Institut Terhadap Tax | Xs: Leverage berpengaruh
Teknologi Dan | Avoidance Y:Tax Avoidance | positif signifikan
Bisnis Ahmad | Perusahaan terhadap tax
Dahlan Jakarta | Manufaktur avoidance.
Sub Sektor Sedangkan
Makanan Dan ukuran
Minuman perusahaan
Terdaftar Di berpengaruh
Bei Tahun positif signifikan
2013-2017 terhadap tax
avoidance
Anis Faktor-Faktor | X;:Ukuran Ukuran
Susilowati, Yang Perusahaan perusahaan,
Riana Mempengaruhi | Xo:Leverage leverage,
Rahmawati Tax Avoidance | Xj:Profitabilitas | profitabilitas,
Dewi, Anita X4: Pertumbuhan | pertumbuhan
Wijayanti Penjualan penjualan dan
(2020) Xs:Komite Audit | komite audit
Universitas Xg: Arus tidak
Islam Batik Koperasi berpengaruh
Y:Tax Avoidance | terhadap tax
avoidance.

Sedangkan arus

koperasi
berpengaruh
terhadap fax
avoidance.
Ardia Safira Pengaruh X, :Profitabilitas | Profitabilitas,
Dan Dwi Faktor Xy: Leverage leverage dan
Suhartini Finansial X;3:Ukuran ukuran
(2021) Upn Terhadap Perusahaan perusahaan tidak
Veteran Jawa | Penghindaran | Y: Penghindaran | berpengaruh
Timur Pajak Saat Pajak signifikan
Pandemi terhadap
Covid-19 Pada penghindaran
Perusahaan pajak.
Transportasi
Di Bursa Efek

Indonesia




29

10 | Laurensius Pengaruh X :Profitabilitas | Profitabilitas
Yoga Dwi Profitabilitas Xs:Ukuran tidak
Saputra (2020) | dan Ukuran Perusahaan berpengaruh
Universitas Perusahaan Y: Penghindaran | pada
Sanata Dharma | Terhadap Pajak penghindaran

Praktik pajak.

Penghindaran Sedangkan

Pajak ukuran
perusahaan
berpengaruh
pada
penghindaran
pajak.

11 | Sevi Lestya Pengaruh Xi:Leverage Leverage,

Dewi dan Leverage, X,:Capital capital intensity,
Rachmawati Capital Intensity dan kepemilikan
Meita Intensity X;3:Komisaris institusional
Oktaviani Komisaris Independen tidak
(2020) Independen X4:Kepemilikan | berpengaruh
Universitas dan Institusional signifikan
Stikubank Kepemilikan Y:Tax Avoidance | terhadap tax
Semarang Institusional avoidance.
Terhadap Tax Sedangkan
Avoidance komisaris
independen
berpengaruh
signifikan
terhadap rax
avoidance.

12 | Putu Novia Profitabilitas, X:Profitabilitas | Profitabilitas
Hapsari Leverage, Dan | Xy:Leverage dan komite audit
Ardianti Komite Audit | X3:Komite Audit | tidak
(2020) Pada Tax Y:Tax Avoidance | berpengaruh
Universitas Avoidance terhadap tax
Mahasaraswati avoidance.
Denpasar Sedangkan

leverage
berpengaruh
negatif terhadap

tax avoidance.
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C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor vyang
mempengaruhi fax avoidance. Berdasarkan penjelasan sebelumnya faktor-
faktor yang diperkirakan mempengaruhi tax avoidance antara lain,
profitabilitas dengan proksi Return On Assets (ROA), leverage, ukuran
perusahaan dan corporate governance dengan proksi komisaris independen
dan komite audit.

Peneliti memilih ROA sebagai proksi dari profitabilitas karena ROA dapat
digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset
yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Dengan memiliki
laba yang semakin besar, maka akan berbanding lurus dengan beban pajak
yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Peneliti memilih /everage sebagai salah satu faktor-faktor yang akan
diteliti apakah mempengaruhi tax avoidance karena leverage merupakan rasio
keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan
membiayai aset yang dimiliki dengan menggunakan utang karena dengan
memiliki utang perusahaan akan menanggung biaya tetap yang timbul sebagai
akibat dari adanya utang tersebut. Beban tetap ini akan muncul sampai hutang
lunas dan hal ini dapat digunakan untuk memperkecil laba perusahaan dengan
membebankan biaya tetap tersebut.

Peneliti memilih ukuran perusahaan dengan menggunakan tolak ukur log
natural dari total aset karena semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu
perusahaan, maka perusahaan akan semakin stabil dan mampu dalam
menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan
total aset yang lebih sedikit.

Peneliti memilih corporate governance karena dengan komisaris
independen dipilih perusahaan dengan tujuan untuk dapat mengawasi jalannya
suatu organisasi dan menjadi penengah antara komisaris dalam dengan
pemegang saham sedangkan komite audit dibentuk dengan tujuan untuk
mengawasi jalannya penyusunan laporan keuangan perusahaan dan pengawas

internal perusahaan.
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Berdasarkan alasan pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian
ini, berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini yang

disajikan dalam bentuk gambar :

Return On Assets (ROA) (X;)

Leverage (Xo)

Ukuran Perusahaan (X3) S Tax Avoidance (Y)

Komisaris Independen (X,)

Komite Audit (X5)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara penelitian yang dilakukan
terhadap rumusan masalah. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban
yang diberikan hanya berdasarkan teori-teori yang relevan tanpa didasari
fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berikut adalah hipotesis
berdasarkan kerangka pemikiran di atas :
1. Pengaruh Refurn On Assets (ROA) terhadap Tax Avoidance
Return On Assets adalah rasio keuangan yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar kemampuan seluruh aset yang dimiliki oleh
perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dihasilkan
oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan
oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan semakin tingginya praktik
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hermawan, 2020).
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA)
berpengaruh signifikan terhadap ftax avoidance karena dengan

memanfaatkan berbagai asset yang ada untuk menghasilkan laba,
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perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan masih dalam lingkup
peraturan perpajakan (Anggraeni, 2019). Sedangkan penelitian lain juga
menyatakan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan Refurn On
Assets (ROA), berpengaruh terhadap penghindaran pajak (fax avoidance)
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2011-2015 (Faizah dan Adhivinna, 2017). Berdasarkan penelitian
terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

H1 : Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan positif

terhadap fax avoidance

. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage adalah rasio keuvangan yang menunjukkan bahwa
perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi dari modal sendiri.
Sebagai akibat dari adanya hutang adalah munculnya beban bunga
pinjaman yang menjadi beban tetap perusahaan dan harus dibayarkan. Hal
ini mampu mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang akan
digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga beban pajak yang
akan ditanggung oleh perusahaan akan semakin mengecil.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa /leverage
memiliki arah vyang signifikan dalam mempengaruhi tindakan
penghindaran pajak (Maulani dkk, 2021). Penelitian lain juga menyatakan
bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran
pajak karena pihak manajemen akan lebih memilih pembiayaan dengan
hutang sehingga timbul beban bunga yang dapat mengurangi laba
sebelum pajak perusahaan (Putri dan Putra, 2017). Berdasarkan penelitian
terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

H2 : Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap fax avoidance

. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan
berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam melakukan

perencanaan pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut akan lebih
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mampu dalam mengelola aset yang dimiliki untuk melakukan
perencanaan pajak dengan lebih baik daripada perusahaan kecil. Sehingga
hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap fax avoidance (Saputra, 2020). Hasil penelitian lain juga
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap rax
avoidance. Artinya jika semakin lama perusahaan beroperasi akan
memiliki lebih banyak pengalaman dan sumberdaya manusia yang
dimiliki menjadi semakin ahli dalam merencanakan pajak yang harus
dibayar oleh perusahaan. Sehingga menyebabkan perusahaan cenderung
melakukan penghindaran pajak semakin tinggi (Utami, 2020).

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap fax

avoidance

. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris memungkinkan
semakin besar pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan. Hal itu disebabkan oleh adanya komisaris independen dalam
perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin
besar proporsi komisaris independen maka pengawasan terhadap pihak
manajemen menjadi lebih ketat. Semakin ketatnya pengawasan terhadap
pihak manajemen mampu membuat pihak manajemen bertindak lebih
hati-hati dalam menentukan keputusan dalam menjalankan operasional
perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan. Sehingga
hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh
terhadap tax avoidance dengan proksi ETR. (Zahra dkk, 2020) Penelitian
lain juga mengatakan bahwa semakin tinggi proporsi Komisaris
independen, maka semakin rendah tingkat tax avoidance pada
perusahaan. Hal ini dikarenakan komisaris independen dapat mengurangi
konflik yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen
perusahaan. Pihak manajemen akan cenderung lebih waspada dalam
mengambil keputusan mengenai perpajakan karena adanya pengawasan

dari komisaris independen. Sehingga hasil penelitian menunjukkan
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komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap tax
avoidance. (Dewi dan Oktaviani, 2021)
H4 : Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap
tax avoidance
Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit berpengaruh negatif terhadap fax avoidance karena
semakin meningkat keberadaan komite audit pada suatu perusahaan, maka
kesempatan untuk melakukan tax aveoidance semakin rendah. Hal ini
dikarenakan fungsi dari keberadaan komite audit berjalan dengan baik
dalam hal pengawasan manajemen sehingga tindak tax avoidance yang
dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih kecil. (Asana, 2021) Penelitian
lain juga menyatakan bahwa komite audit dapat mencegah tindakan
penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan
karena komite audit berfungsi untuk mengawasi proses penyusunan
laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi keberadaaan komite audit
dalam suatu perusahaan maka kualitas good corporate governance dalam
suatu perusahaan akan semakin meningkat sehingga akan memperkecil
terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. (Pitaloka
dan Merkusiwati, 2019)
HS : Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap fax

avoidance
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah

dilakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel profitabilitas yang menggunakan proksi Refurn On Assets
(ROA) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance

2. Variabel leverage berpengaruh signifikan positif terhadap tax
avoidance.

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap
tax avoidance.

4. Variabel komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap
tax avoidance.

5. Variabel komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tax
avoidance.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian, peneliti

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel dengan
kategori yang lebih luas atau bidang yang lebih luas dengan rentang
waktu yang lebih lama, dikarenakan agar penelitian selanjutnya dapat
mengetahui perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) secara lebih
rinci seiring dengan adanya perkembangan reformasi perpajakan di
Indonesia.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah wvariabel
independen yang berhubungan dengan penghindaran pajak (tax
avoidance), seperti pertumbuhan penjualan, capital intencity,
manajemen laba, political connection, kepemilikan institusional dan

variabel indepen lainnya agar nilai Adjusted R Square atau nilai dari
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kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel depen
lebih besar.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode
pengukuran lainnya dalam menentukan tingkat penghindaran pajak
(tax avoidance) dari sampel yang digunakan dalam penelitian.
Terdapat banyak metode yang dapat digunakan sebagai alat ukur
menentukan fax avoidance, diantaranya menggunakan GAAP ETR,
current ETR, long-rush cash ETR, ETR differential, DTAX, total
BTD, temporary BTD, abnormal total BTD, unrecognized tax
benefits, tax shelter activity, dan marginal tax rate. (Hanlon &

Heitzman, 2010)
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